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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara dalam melindungi anak dari praktik perburuhan, 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak bekerja, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap 

perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, yang didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi 

keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, dampak yang 

ditimbulkan tidak hanya sebatas pada aspek fisik, namun juga mencakup gangguan psikologis, terhambatnya pendidikan, 

serta masalah sosial yang dapat berlanjut. Permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak hanya menunjukkan mengenai 

pelanggaran yang ada terhadap ketentuan hukum, namun tetap menegaskan kepentingan penguatan peran negara secara 

berkelanjutan. 

Kata kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Peran Negara, Ketenagakerjaan, Eksploitasi Anak 

 
Abstract: This research aims to examine the role of the state in protecting children from 

labor exploitation, identify the factors that drive children to work, and analyze the impacts 

on their development. The study employs a normative juridical method with statutory and 

conceptual approaches, supported by secondary data consisting of primary, secondary, and 

tertiary legal materials. The results indicate that children’s involvement in labor is 

influenced by various factors, particularly family economic conditions, low levels of 

education, and weak supervision and law enforcement. On the other hand, the impacts are 

not limited to physical aspects but also include psychological disturbances, hindered 

educational attainment, and ongoing social problems. The issue of child labor in Indonesia 

not only reflects violations of existing legal provisions but also underscores the importance 

of strengthening the role of the state in a sustainable and consistent manner. 

Keywords: Child labor, child protection, role of the state, labor, child exploitation 

 

 

 

Pendahuluan 

Ekonomi Indonesia yang mulai berkembang pesat tidak lepas dari peran para pekerja 

yang turut berpartisipasi dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Pekerja 

atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah ataupun imbalan 

dalam bentuk lain. Pekerja sedari awal sudah menjadi aspek penting dalam rangka 

operasional produksi dan kinerja dari perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik, 

keberadaan pekerja dapat memaksimalkan fungsi dari aspek produksi alam serta modal 

yang ada (Novita, 2022) Jumlah tenaga kerja di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 

waktu ke waktu, yang pada dasarnya sejalan dengan bertambahnya serta kompleksnya 
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kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi peluang dalam ketersediaan tenaga kerja yang 

lebih besar dalam rangka menjamin terpenuhinya berbagai kepentingan ekonomi dan sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya kebutuhan hidup yang ada, hal ini menjadi 

celah bagi anak anak belum cukup umur yang menjadi terlibat dalam bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang terdekatnya.  

Anak merupakan setiap individu yang masih belum mencapai usia dewasa 

sebagaimana yang diatur, hal ini dikarenakan usia dan tingkat kematangannya masih 

memerlukan perlindungan, pengasuhan, serta perlunya bimbingan oleh orang tua ataupun 

wali. Anak masih belum memiliki kapasitas secara penuh untuk melakukan perbuatan 

hukum secara mandiri, sehingga segala hak, kewajiban, serta tindakan yang dilakukan 

harus diperhatikan secara penuh, dan diarahkan demi kepentingan yang terbaik sang anak. 

Seorang anak pada dasarnya sudah mempunyai hak yang secara kodrat harus dipenuhi 

sebagai manusia, sehingga negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib 

untuk menghormati hak yang seharusnya dimiliki anak (Marhayani, Rindiani, Sukrisno, 

Thamrin, & Imanuddin, 2024) Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia secara 

kodratnya pasti memiliki hak dasar yang berupa kebebasan, hak hidup, hak yang 

dilindungi, dan sebagainya (Darmini, 2020) Perlindungan anak menjadi serangkaian usaha 

yang dilakukan supaya memastikan hak-hak yang sudah dimiliki oleh anak telah 

terpenuhi, sehingga mereka mendapat hak hidup, bertumbuh dengan baik, dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari 

segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif (Kaimudin, 2019) Dalam halnya 

perlindungan anak, Pemerintah mempunyai kewajiban secara penuh dalam melakukan 

perlindungan untuk anak yang belum cukup umur. Terkait dengan tanggung jawab yang 

dimiliki negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 35/2014 

telah diberikan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi anak tanpa adanya 

diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara memiliki tanggung jawab lain dalam rangka 

melindungi serta menghormati hak bagi setiap anak, serta berperan secara aktif untuk 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

perlindungan bagi anak (Marhayani et al, 2024) Dalam ketentuan Undang-Undang, anak 

telah dijamin hak atas kelangsungan hidup serta kesempatan untuk bertumbuh serta 

berkembang secara optimal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak anak telah 

diakui dan dilindungi secara hukum, dengan tujuan agar setiap anak di Indonesia dapat 

hidup secara layak dan sejahtera (Novita, 2022) Anak pada dasarnya memiliki hak atas 

perlindungan khusus yang telah diatur dalam Pasal 66 UU No 35/2014 tentang 

Perlindungan bagi Anak. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk 

memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk eksploitasi (Darmini, 2020). 

Anak yang dijadikan objek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun  

menimbulkan penderitaan bagi anak yang menjadi objeknya. Anak yang menjadi korban 

eksploitasi perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah, 

mengingat mereka yang masih memiliki masa depan yang panjang untuk tumbuh dan 

berkembang secara wajar seperti anak-anak pada umumnya (Darmini, 2020). 

Keterlibatan anak sebagai buruh pada dasarnya tidak timbul dengan mendadak, 

namun hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkaitan dan membentuk 

suatu kondisi struktural dalam masyarakat. Pekerja atau Buruh anak merupakan anak-anak 



Public Goods and Public Sector Policy: Volume 1, Number 3, 2026 3 of 10 

 

 

https://economics.pubmedia.id/index.php/pgpsp 

yang kehilangan kesempatan untuk menjalani masa kanak-kanak secara layak, termasuk 

untuk bermain, belajar, dan menikmati kehidupan yang semestinya (Yuningsih, 2015) Pada 

umumnya, faktor utama dalam keterlibatan anak untuk bekerja adalah faktor ekonomi. 

Kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi faktor pendorong utama yang menjadikan 

anak turut ikut serta dalam mencari penghasilan. Dalam kondisi keluarga yang 

pendapatannya terbatas, keberadaan anak tidak jarang dipandang sebagai “tambahan 

tenaga” yang dianggap dapat membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga. 

Situasi ini semakin diperberat ketika orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap, 

sehingga mendorong anak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Rendahnya pendidikan yang ditempuh orang 

tua juga berperan secara signifikan. Orang tua yang tingkat pendidikan rendah, cenderung 

mempunyai pemahaman terbatas mengenai pentingnya pendidikan bagi anak serta 

dampak jangka panjang dari pekerja anak. Dalam realitanya, beberapa orang tua 

menganggap pendidikan bukanlah investasi penting bagi masa depan, melainkan sebagai 

beban tambahan karena membutuhkan biaya lagi. Sehingga, anak akan diarahkan untuk 

bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Hal ini menciptakan siklus yang terus 

berulang, di mana anak yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

layak akan terus berpotensi mengalami kondisi ekonomi yang sama atau stuck ketika 

dewasa. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, 

berdaya saing, serta dapat menjaga persatuan bagi bangsa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan Pancasila, kemudian diperlukan pembinaan 

yang berkelanjutan terhadap anak dengan memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia. 

Pembinaan ini mencakup perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, 

secara mental, fisik, sosial, agar terhindar dari segala bentuk hal yang dapat membahayakan 

dirinya (Said, 2018) . 

Keterbatasan pendidikan terkadang menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja 

anak. Di sebagian wilayah, khususnya daerah yang terpencil, fasilitas pendidikan yang 

tidak memadai, jarak sekolah yang jauh, serta minimnya tenaga pengajar menjadi hambatan 

bagi anak agar memperoleh pendidikan layak. Kondisi ini menjadikan anak  memilih atau 

terpaksa bekerja karena tidak adanya alternatif lain yang tersedia bagi mereka. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak 

turut memperkeruh keadaan. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengenai 

larangan eksploitasi anak, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, 

terutama di sektor nonformal seperti pertanian, industri rumahan, perdagangan, hingga 

pekerjaan dalam lingkup rumah tangga. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang 

serta minimnya kesadaran masyarakat menyebabkan praktik ini terus berlangsung dan 

berulang tanpa penanganan yang optimal. Faktor sosial seperti diabaikan oleh keluarga, 

perceraian orang tua, hingga kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mendorong anak 

untuk bekerja. Anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis 

cenderung mencari pelarian dengan bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri maupun untuk menjauh dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Padahal 

masa anak anak menjadi masa yang memiliki pengaruh pada tumbuh dan kembang anak, 

dengan adanya pengalaman positif, hal ini akan memberikan dampak panjang yang baik 

dan sebaliknya (Foenay, Radja, Tafui, Bait, & Killing, 2023). 
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Keterlibatan anak dalam dunia kerja sebelum waktunya untuk mendapatkan 

penghasilan, di sektor formal maupun nonformal yang terlalu cepat tidak hanya 

berdampak pada kondisi fisik semata, namun juga menyentuh aspek psikologis, sosial, 

serta perkembangan intelektual anak secara keseluruhan (Yuningsih, 2017). Anak yang 

bekerja di usia dini pada biasanya akan merasakan beban yang tidak seharusnya mereka 

tanggung. Secara fisik, tubuh anak yang masih dalam masa pertumbuhan belum siap untuk 

menerima tekanan pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut bersifat berat atau dilakukan 

dalam waktu yang panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan yang kronis, 

gangguan pertumbuhan, hingga risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki anak, dampak yang paling 

terlihat Adalah pada aspek pendidikan. Anak yang bekerja sedari dini tidak jarang 

mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah, bahkan tidak 

sedikit yang pada akhirnya putus sekolah, kemudian kehilangan akses terhadap 

pendidikan ini akan terus berdampak pada terbatasnya peluang anak di masa depan 

(Yuningsih, 2017). Dengan kata lain, pekerja anak tidak hanya menjadi persoalan saat ini, 

namun menciptakan permasalahan sosial ataupun ekonomi dalam jangka panjang. Jika 

dikaitkan dengan ketentuan hukum, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada 

dasarnya telah memberikan batasan yang jelas terkait usia kerja. Dalam ketentuan tersebut, 

seharusnya pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Namun, adanya pengecualian 

yang terbatas bagi anak usia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, 

dengan syarat tidak mengganggu tumbuh kembang anak, kesehatan fisik anak, mental 

anak, serta tidak mengganggu waktu anak untuk sekolah. Sementara itu, untuk pekerjaan 

yang bersifat lebih berat atau berisiko, hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah 

mencapai usia minimal 18 tahun. 

 

Tujuan Penelitian  

Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai peranan negara dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dari praktik perburuhan di 

Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab terlibatnya anak dalam 

pekerjaan yang dilakukan sedari usia dini, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun 

budaya, sehingga dapat ditemukannya permasalahan yang melatarbelakangi munculnya 

pekerja anak. Penelitian ini juga mengkaji dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan anak 

dalam dunia kerja sebelum mencapai usia yang diperbolehkan, baik dari segi fisik, 

psikologis, pendidikan, maupun sosial, sehingga dapat memberikan konsekuensi yang 

harus ditanggung oleh anak akibat dari praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait batas usia kerja dan 

perlindungan anak, khususnya dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU 

No 35/2014 tentang Perlindungan Anak, guna untuk menilai sejauh mana peraturan 

tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak dari praktik 

eksploitasi tenaga kerja. 
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Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang 

berlandaskan pada peraturan hukum yang tertulis, dengan menekankan pada analisis 

terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai 

aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pekerjaan. Penelitian ini 

bertujuan juga untuk mengetahui bagaimana peraturan undang-undang untuk 

menentukan usia terendah yang diperbolehkan untuk bekerja, mencegah anak-anak 

digunakan dengan cara yang tidak tepat, serta mengetahui jenis perlindungan apa saja yang 

diberikan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu 

pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan berdasarkan 

konsep. Pendekatan berdasarkan peraturan hukum dilakukan dengan menganalisis 

berbagai undang-undang yang terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan 

untuk memahami gagasan seperti perlindungan anak, pekerja anak, dan peran pemerintah 

dari sudut pandang hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 

mencakup berbagai bahan hukum, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan 

keselamatan kerja dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel 

ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sedang kita pelajari. Selain 

itu, kamus hukum dan sumber daya lainnya membantu dalam memahami teks-teks hukum 

utama serta teks-teks pendukungnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau 

literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sejumlah buku serta 

artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang dikumpulkan 

kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis deskriptif. Pendekatan 

ini berfokus pada upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak tetap aman dari 

pekerjaan, serta mengevaluasi peraturan yang digunakan telah sesuai dengan situasi yang 

terjadi di masyarakat. 

Hasil dan Pembahasan 

Peran negara dalam melindungi anak di bawah umur dari praktik perburuhan di 

Indonesia 
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Diungkapkan bahwa perlunya kajian hukum yang secara mendalam untuk 

melindungi hak pekerja anak di luar hubungan kerja serta pentingnya penerapan norma 

hukum yang efektif dalam melindungi pekerja anak di Indonesia. 

Maraknya pekerja anak dan potensi eksploitasi terhadap mereka, peran negara 

menjadi sangat krusial dan tidak dapat terganti oleh pihak lain. Negara tidak hanya 

berfungsi sebagai pembentuk regulasi, namun turut sebagai pelaksana, pengawas, 

sekaligus menjadi terjaminnya terpenuhinya hak-hak anak. Berdasarkan perspektif hukum 

dan kebijakan publik, kehadiran negara tidak boleh bersifat pasif atau normatif, melainkan 

harus berperan aktif, progresif, dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa setiap anak 

dapat terlindungi dari praktik perburuhan yang merugikan. Negara memiliki peran 

strategis dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi terhadap 

kepentingan yang terbaik untuk anak (the best interest of the child). Perumusan kebijakan ini 

tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, namun mencakup juga 

sinkronisasi serta harmonisasi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun 

kekosongan hukum. Dalam hal ini, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah 

memberikan batasan mengenai usia kerja serta larangan mempekerjakan anak, namun 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau 

sektor informal yang sering kali luput dari pengawasan. Pada dasarnya, hukum 

ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma, melainkan sebagai 

instrumen pembaharuan masyarakat yang memiliki fungsi untuk melindungi, mengatur, 

mendorong, serta mengarahkan dinamika sosial. Dalam hal ini, hukum juga berperan 

dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengendalikan kehidupan masyarakat agar 

selaras dengan tahapan pembangunan yang sedang berlangsung (Charda, 2010) 

Di sisi lain, negara juga wajib untuk memastikan adanya pengawasan efektif serta 

penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Lemahnya pengawasan selama ini menjadi 

salah satu penyebab utama maraknya pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 

keberadaan norma hukum tidak cukup tanpa diikuti dengan implementasi yang nyata. 

Penguatan aparat pengawas ketenagakerjaan menjadi hal utama, baik dari segi jumlah, 

kualitas, maupun kewenangannya, sehingga mampu menjangkau berbagai sektor, 

termasuk sektor yang nonformal. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas 

dengan pemberian sanksi yang memberikan efek jera, baik berupa sanksi administratif, 

denda, maupun pidana, agar pelaku eksploitasi tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, 

peran negara melalui kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi yang membebankan 

keluarga menjadi akar dari permasalahan pekerja anak. Kemiskinan yang dialami oleh 

sebagian masyarakat sering kali menjadi alasan utama anak harus bekerja. Intervensi 

negara dalam bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi 

keluarga menjadi peranan yang sangat penting. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan 

untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, namun untuk pencegahan anak yang terlibat 

dalam pekerjaan, sehingga dapat mengganggu perkembangan mereka. 

Pada prinsipnya, NKRI berkewajiban dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan 

seluruh warga negara, termasuk dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak 

(Angelia, 2022) Negara memegang tanggung jawab besar dalam terjaminnya akses 
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pendidikan secara rata dan berkualitas untuk setiap anak. Pendidikan merupakan sarana 

utama dalam mencegah pekerja anak sekaligus sebagai investasi dengan jangka panjang 

untuk masa depan bangsa. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa tidak ada anak 

yang terhambat memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. 

Bagi anak-anak yang telah terlanjur bekerja, perlu disediakan alternatif pendidikan seperti 

pendidikan nonformal atau program kejar paket, sehingga mereka tetap memiliki 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Perlindungan hukum terhadap anak juga 

harus diwujudkan melalui mekanisme yang menyeluruh, baik secara preventif, represif, 

maupun rehabilitatif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai dampak dari pekerja anak serta pentingnya pemenuhan hak-

hak anak. Upaya represif juga harus diwujudkan melalui penyediaan sistem pengaduan 

yang mudah diakses serta responsif terhadap laporan masyarakat. UU No 35 /2014 

mengenai Perlindungan bagi Anak memberikan dasar hukum kuat untuk negara dalam 

mengambil tindakan terhadap pelaku eksploitasi anak..  

Peran negara juga harus diwujudkan melalui kerja sama yang terintegrasi. 

Permasalahan pekerja anak tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan 

membutuhkan kerja sama lain antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat 

penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang 

baik, upaya perlindungan anak akan berjalan secara tidak efektif. Pada akhirnya, 

perlindungan hukum yang ideal tidak hanya berhenti pada tataran normatif, namun harus 

diwujudkan dalam implementasi yang berkelanjutan.   

 

Dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang bekerja sebelum mencapai usia yang 

diperbolehkan menurut hukum 

 
 

Perlindungan pekerja anak memerlukan kajian normatif yang mendalam untuk 

melindungi hak anak dari eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini menyoroti pentingnya 

penerapan hukum yang tegas dalam melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya dan 

perdagangan manusia. 

Pada prinsipnya, anak tidak seharusnya terlibat dalam pekerjaan, karena masa 

tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam 

lingkungan yang aman dan mendukung. Anak juga berhak memperoleh kesempatan untuk 

mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, serta 

sosialnya. Namun masih banyak sekali anak belum cukup umur, yang masih berada di 
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bawah usia 18 tahun terlibat dalam kegiatan ekonomi, pada umumnya hal ini disebabkan 

oleh tekanan ekonomi keluarga maupun faktor lainnya (Jannani, Fikriyah, 2017) Anak yang 

bekerja sebelum mencapai usia yang diperbolehkan menurut hukum pada hakikatnya, 

tidak dapat dipandang sebagai persoalan wajar, melainkan menjadi bentuk pelanggaran 

terhadap hak-hak penting anak yang telah dijamin oleh hukum. Pada dasarnya, hukum 

memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan setiap individu tanpa adanya 

pengecualian. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tidak 

diskriminatif, serta memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pihak (Purba, 2017) 

Keterlibatan anak dalam hubungan kerja pada usia yang belum memenuhi syarat tidak 

hanya menempatkan anak dalam posisi yang rentan, namun berpotensi menghambat 

proses tumbuh kembangnya secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, 

maupun sosial. Secara fisik, anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja pada usia dini berada 

dalam kondisi yang tidak proporsional dengan kapasitas biologisnya. Tubuh anak yang 

masih dalam tahap pertumbuhan belum memiliki ketahanan yang memadai untuk 

menanggung beban kerja, apalagi jika pekerjaan tersebut bersifat berat, berbahaya, atau 

dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.  

Menurut sudut pandang psikologis, keterlibatan anak dalam dunia kerja sebelum 

waktunya berpengaruh terhadap terganggunya perkembangan kejiwaan anak. Anak pada 

dasarnya berada dalam fase perkembangan yang masih memerlukan ruang untuk bermain, 

belajar, dan membentuk identitas diri. Ketika anak merasa dibebani dengan tanggung 

jawab bekerja, maka secara tidak langsung negara telah gagal untuk menjamin 

terpenuhinya hak anak untuk berkembang secara wajar. Tekanan kerja, tuntutan ekonomi, 

serta lingkungan kerja yang tidak ramah anak berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, 

bahkan trauma psikologis. Hal ini dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak 

serta menunjukkan perilaku anak yang menyimpang seperti penarikan diri, ketakutan, atau 

tingkah laku agresif dan emosional yang menjadi labil (Damayanti, Dewi, Karyoto, 2024) 

Dari aspek pendidikan, pekerja anak merupakan bentuk nyata dari terhambatnya 

pemenuhan hak atas pendidikan. Anak yang bekerja cenderung mengalami keterbatasan 

dalam mengakses pendidikan secara optimal, baik karena keterbatasan waktu, kelelahan 

fisik, maupun tekanan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengutamakan 

pekerjaan dibandingkan sekolah.  

Berdasarkan perspektif sosial, anak yang bekerja juga berada dalam posisi yang masih 

rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan tidak adil, termasuk eksploitasi, diskriminasi, 

hingga kekerasan. Ketidakmampuan anak untuk melakukan perlawanan secara hukum 

maupun sosial menjadikan mereka sebagai objek yang mudah untuk dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, relasi kerja yang terjadi bukanlah relasi 

yang setara, namun menjadi relasi yang eksploitatif, hal ini yang menjadikan anak tidak 

mempunyai posisi tawar dengan memadai dalam melindungi dirinya sendiri. Dampak 

pekerja anak juga perlu dilihat dalam jangka panjang, Ketika anak yang terlibat dalam 

pekerjaan sejak usia dini tanpa disertai dengan akses pendidikan yang memadai akan 

menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Kondisi 

ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang berulang, di mana anak tidak 
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memperoleh pendidikan yang layak akan bertumbuh menjadi individu dengan kapasitas 

ekonomi yang terbatas, dan pada akhirnya berpotensi menempatkan generasi berikutnya 

dalam kondisi yang serupa. 

Simpulan 

Permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak hanya menunjukkan mengenai 

pelanggaran yang ada terhadap ketentuan hukum, namun tetap menegaskan kepentingan 

penguatan peran negara secara berkelanjutan. Implikasi dari kondisi yang terjadi bahwa 

perlindungan anak tidak dapat berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus 

diwujudkan melalui implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta penegakan 

hukum yang konsisten, terutama di sektor informal. Selain itu, negara juga perlu 

mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

ekonomi dan akses pendidikan, sehingga akar permasalahan dapat ditangani secara 

komprehensif. Keberhasilan perlindungan anak dari praktik perburuhan sangat 

bergantung pada keseriusan negara dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh 

haknya secara utuh, baik untuk tumbuh, berkembang, maupun menikmati masa kanak-

kanaknya secara layak. Dengan adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum 

oleh pemerintah terhadap praktik pekerja anak, terutama di sektor informal, dengan 

memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku eksploitasi. Selain itu, pemerintah juga perlu 

untuk meningkatkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga 

guna mengurangi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama anak bekerja. Akses 

terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas juga harus terus ditingkatkan, termasuk 

penyediaan alternatif pendidikan bagi anak yang telah terlanjur bekerja. Di sisi lain, 

diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya 

pemenuhan hak anak, sehingga praktik pekerja anak dapat dicegah secara lebih efektif dan 

berkelanjutan. 
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